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Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang .
Koordinasi Politik Luar Negeri Triwulan 111 tahun 2018 dapat tersusun. Sebagai ;é
salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang Koordinasi Politik |
Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berkewajiban menyusun Laporan
Capaian Kinerja berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam
Peraturan MENPAN-RB No.29 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan,

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan
tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan
pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik

Luar Negeri bertujuan untuk :

a. Sarana bagi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka

pemenuhan kewajiban pertanggung jawaban kinerja;

b. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan
kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar

negeri Indonesia di dunia Internasional.

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif
dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk

kegiatan di masa yang akan datang, namun
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demikian hambatan dan kendala selama Triwulan IV tahun 2018 ini akan
menjadi bahan evaluasi pada perbaikan kinerja Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang
Koordinasi Politik Luar Negeri Triwulan IV tahun 2018 ini dapat dimanfaatkan
sebagal bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program

dan kegiatan di masa yang akan datang.
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Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/
Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Dalam
melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu
oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, Asisten
Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika, Asisten Deputi Koordinasi
Kerjasama ASEAN, Asisten Deputi  Koordinasi Kerjasama Organisasi

Internasional dan Sekretaris Deputi.

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu negara
untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah
scrta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup dunia
internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut diperlukan
sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan kerjasama luar
negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung manajemen unit

organisasi yang berkualitas.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sasaran strategis Deputi
Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Meningkatnya Kualitas Diplomasi
dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan indikator kinerja antara lain :
Persentase kerja Luar Negeri Indonesia dengan Negara lain yang ditindaklanjuti
dan berdampak terhadap Indonesia, Persentasi diplomasi Indonesia yang
sukses, Jumlah permasalahan antar Negara yang teredam dan Implementasi
Blueprint APSC 2025,

Capaian lainnya yang harus dicapai selama Tahun 2018 adalah
terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas dengan

target berupa :

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
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1. Presentasi realisasi penyerapan anggaran dengan target 95%

2. Nilai akuntabilitas kinerja dengan target nilaj 75

Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2018 dapat terlihat dalam Tabel

Capaian sebagaimana berikut :

RO

1, Menmgkay % a.ersentase Kerjasama Luar 92% 100% ;;
kualitas Negeri Indonesia  dengan g’%
Diplomasi dan Negara lain yang _v
Kerjasama luar ditindaklanjuti dan %
negeri Indonesia berdampak terhadap 92% 100% *%i

Indonesia %
b. Persentase diplomasi 4 4 %
Indonesia yang sukses L
c. Jumlahpermasalahan  antar 4 4 i
Negara yang teredam g
d. Implementasi Blueprint APSC §

2025

T

2. Terwujudnya

R

daya dukung a. Presentase realisasi 95% 99,15

managermen penyerapan anggaran %

u
zgé

-

g
e

unit organisasi

ik

yang b. Nilai akuntabilitas kinerja 75 75,53

berkualitas b

Pencapaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan dengan |
melibatkan beberapa stake holder dari Kementerian/Lembaga terkait dibawah |

koordinasi Kemenko Polhukam melalui rapat-rapat koordinasi, kunjungan

o

kerja dan Forum Group Discussion Triwulan IV tahun 2018.

E§§
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A. LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Triwulan IV tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban
kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Il Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam
Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagl setiap Instansi
Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa
Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Triwulan IV tahun 2018 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja
dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan
kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2018, Selain
wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan
Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai
dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga
bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi,

dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong

perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tatakelola kepemerintahan yang
baik.
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B. TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR
NEGERI .

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputi Bidang Koordinasi

Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi

T

perurmusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga

yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. g’s
o

Dalam pelaksanaan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri %
=

mempunyai fungsi sebagai berikut: %
T‘i’:%

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan %
kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri; .

2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di

bidang politik luar negeri

3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

BT

bidang kerja sama Asia dan Pasifik;

4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

o
i

i

bidang kerja sama Afrika;

5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kerja sama Timur Tengah;

R

6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

HERIRA

bidang kerja sama Amerika;

.

R

7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kerja sama Eropa;

8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kerja sama ASEAN;

ARSI
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11.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang kerja sama Multilateral,

. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang politik luar

negeri,

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi
Bidkoor Pollugri;

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Bidkoor

Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait,

sebagai berikut:

0.

N O ke b=

Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Luar Negerti;
Kementerian Pertahanan;
Kementerian Hukum dan HAM;
Kementerian Kominfo;
Kementerian PAN & RB;
Kejaksaan Agung;

Badan Intelijen Negara

Tentara Nasional Indonesia;

10. Kepolisian Negara RI;

11. Instansi lain yang dianggap perlu.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
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C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR
NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor : 4 Tahun 2015

tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam,

struktur Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagat berikut:

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 4 (empat)

orang Pejabat Eselon Il yang terdiri dari:

a. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
b. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa

c. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN,

d. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional;

Masing-masing asisten Deputi dibantu oleh 2 orang Bidang Kerjasama
Bilateral ASEAN, Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Bidang Kerjasama
Afrika dan Timur Tengah, Bidang Kerjasama Amerika, Bidang
Kerjasama Eropa, Bidang Kerjasama Organisasi Internasional PBB,
Bidang Kerjasama Organisasi Internasional Non PBB dan Antar

Kawasan.

Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari 1 (satu orang) Sekretaris Deputi
setingkat Eselon II dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian, 4 (empat)
orang Kepala Sub Bagian, 5 orang Analis, 3 orang Pengadministrasi

umum dan 3 orang Staf PPNPN Sekretariat.
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Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yvang tidak terpisahkan dari
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam
membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif,
akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, penetapan kinerja disusun
sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh

instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas

instansi Pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang
digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah
kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima
amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan
selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir
tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja
dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi

Politik Luar Negeri tahun 2018 adalah sebagail berikut:

AR

1. Meningkanya Ta. esetase Kerjasama Luar Negeri 92%
kualitas Indonesia dengan Negara lain
Diplomasi dan yang ditindaklanjuti dan
Kerjasama luar berdampak terhadap Indonesia
negeri Indonesia | b. Persentase diplomasi Indonesia 92%
yang sukses

6
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c. Jumlah permasalahan antar

Negara yang teredam

d. Implementasi Blueprint APSC 4

2025 %

2. Terwujudnya a. Presentase realisasi penyerapan 95% %&
daya dukung anggaran Eg
managemen unit | b. Nilai akuntabilitas kinerja 75 (BB) g

organisasi yang

berkualitas

Perjanjian  Kinerja  Kedeputian II  Tahun 2018  tersebut
diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang Polugri
dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan
sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang polugri. Untuk

mencapal tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

1. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
2. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa

3. Koordinasi kerjasama ASEAN
4

Koordinasi kerjasama Organisas ilnternasional

i
i

Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mendukung

T R

B

kegiatan bidang koordinasi politik luar negeri adalah sebesar

i

;%&
-

Rp.6.267.327.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus
Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

%
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A. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2018

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari

indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi

R

B

Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri pada Triwulan IV tahun 2018 per

tanggal 31 Desember 2018 dapat terlihat pada tabel berikut:

1. Meningkatnya a. Persentase Kerjasama 92% 100 %
kualitas koordinasi, L.uar Negeri Indonesia
sinkronisasi dan dengan negara lain
pengendalian yvang ditindaklanjuti
kebijakan bidang b. Persentase Diplomasi 92% 100%
Politik Luar Negeri Indonesia yang sukses .
Indonesia ¢. Jumlah Permasalahan 4 4 g

Antar Negara Yang

A

Teredam
d. Implementasi Blueprint 4 4 .
APSC 2025 .
2. Terwujudnya daya a. Presentase realisasi 95% 99,15 % .
dukung penyerapan anggaran

e

i

managemen unit

e

.
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organisasi yang b. Nilai akuntabilitas BB (75) 75,53

berkualitas kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Triwulan IV TA 2018

IS
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e
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Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar
Negeri pada Triwulan IV tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja
didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai
berikut:

1.Indikator Kinerja 1 : Persentasi kerja sama luar negeri Indonesia

dengan negara lain yang ditindaklanjuti dan berdampak terhadap

Indonesia.
a. Bidang Koordinasi Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika

Rekomendasi Kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Kerja Sama
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dalam Pelaksanaan Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Kerjasama Luar Negeri di
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan Kementerian/ Lembaga

terkait, antara lain :

1) Surat Deputi Bidkoor Pollugri kepada Kepala LAPAN nomor B-
343/LN00.00/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal Kerja
Sama Bilateral RI-RRT terkait Operasionalisasi MV, Yuanwang.
Isi Rekomendasi

- Kerja sama operasionalisasi kapal MV. Yuanwang milik RRT di
Laut Maluku telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai
dengan sekarang. Hingga saat ini telah dilaksanakan 19 misi.

- Walaupun demikian dan atas hasil evaluasi dari beberapa K/L
yang terlibat dalam kegiatan ini, ditemukan beberapa
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
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Tindak Lanjut

e e e

bahkan dapat mengganggu aspek keamanan nasional Republik
Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya diperlukan sebuah
evaluasi yang seimbang dan menyeluruh atas kegiatan
dimaksud, khususnya dari sisi keuntungan dan kemanan
nasional Indonesia,

T

S

R
PR

12
A

o

Terkait hal-hal tersebut di atas, dan sesuai dengan arahan
Bapak Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan
Keamanan (Menko Polhukam), kiranya kegiatan operasionalisasi
kapal MV, Yuanwang di Laut Maluku agar ditunda/dihentikan
sementara waktu hingga kajian atas kegiatan ini selesai dan
diputuskan oleh rapat koordinasi selanjutnya.

SRR AR

ST

a3

RS

Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk membahas evaluasi
operasionalisasi kapal MV. Yuanwang pada tanggal 29 November
2018 di Kemenko Polhukam. Rapat menyarankan agar dibuat
rekomendasi yang kuat dengan argumen komprehensif dari K/L
terkait dalam dari aspek kedaulatan, pertahanan, intelijen,
geopolitik, ekonomi, perdagangan, pengembangan teknologi, dan
capacity building sebagai pertimbangan mengapa kegiatan ini
perlu ditunda dan dievaluasi serta sebagai bahan masukan
dalam pembuatan nota diplomatik yang akan dikirimkan kepada
pemerintah RRT.

i

i

-

i

Pihak LAPAN sedang menyusun analisa secara detail mengenai
keuntungan nyata yang telah didapat oleh LAPAN selama 11
tahun operasionalisasi kapal MV, Yuanwang di perairan
Indonesia. Hasil analisis diharapkan diterima Kemenko
Polhukam pada minggu ke-3 Desember 2018.

T,

)

Y
S

K

Hasil analisis dan masukan dari K/L terkait akan dilaporkan e
pada Menko Polhukam untuk digunakan sebagai bahan dalam “;
rapat tingkat menteri (RPTM) membahas tindak lanjut dari fi%;
operasionalisasi MV Yuanwang di Indonesia. i

R

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINAS| POLITIK LUAR NEGERI




e e

2) Surat Menko Polhukam kepada Presiden RI dengan tembusan

ARG

e

£

Roren

i

2

3

S
b

kepada K/L terkait nomor B-276/LN00.00/11/2018 tanggal 23
November 2018 perihal Laporan Pelaksanaan the Sub-Regional
Meeting on Counter Terrorism (SRM on CT) di Jakarta, 6 November
2018.

Isi Rekomendasi

Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia,
Myanmar, Selandia Baru, Singapura dan Thailand sepakat
untuk melakukan penguatan kerja sama yang meliputi
sejumlah isu terkait penanggulangan terorisme, antara lain:
Bersama-sama menanggulangi masalah Foreign Terrorist
Fighters dan  Transnational Terrorist Groups dengan
memperkuat kerjasama operasional, kebijakan dan penegakan
hukum;

Menyadari pentingnya kerjasama secara penuh dengan
kelompok Masyarakat Madani/Lembaga Swadaya Masyarakat
guna mengembangkan kebijakan tentang P/CVE;

Mengakui pentingnya upaya untuk memperkuat kerjasama
antara pihak swasta yang bergerak di bidang media
sosial/internet dengan pihak Pemerintah.

Kepada K/L terkait, rekomendasi yang diberikan bedasarkan
hasi pertemuan antara lain:

Kemenko PMK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian
PPPA, BNPT, serta Bappenas kiranya perlu menindaklanjuti
program-program Kkerja sama Pemerintah dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat/Masyarakat Madani dalam menanggani
para teroris dan keluarga yang kembali ke Indonesia;
Kemekominfo, BSSN dan BIN perlu menggalang kerja sama
dengan instansi swasta dalam penangganan terorime yvang
menggunakan media sosial dan internet.

Tindaklanjut
Melakukan koordinasi evaluasi implementasi hasil pertemuan
SRM on CT dengan K/L terkait serta update perkembangan

11
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGER!

®

‘;5%

79

2

i

R

e

TR

S

3

i

,,f)"?

S

Bl

7

R

:

YT

s

TR

HpS;

—
S

s
e



R R

penanggulangan Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme
(RET) khususnya terkait implementasi keterlibatan masyarakat
madani dan instansi swasta yang bergerak di bidang media
sosial dan internet, antara lain:

z

a) Rapat koordinasi dengan BNPT dan Setneg dalam rangka

menindaklanjuti  program  penanggulangan  ekstrimisme

berbasis kekerasan yang akan mengarah pada terorisme
(P/CVE) pada bulan November 2018.

b) Koordinasi Kemenko Polhukam, BNPT dan K/L terkait lainnva
dengan masyarakat madani melalui forum diskusi dan

o
o

workshop mengenai penanggulangan Radikalisme, Ekstrimisme

dan Terorisme (RET) di Indonesia pada bulan November 2018.

R

¢} Melakukan pertemuan Jakarta Working Group yang merupakan

ol

pertemuan setiap bulan yang dilakukan oleh perwakilan
masing-masing negara peserta SRM on CT untuk
mendiskusikan implementasi hasil SRM on CT dan rencana
Pertemuan SRM selanjutnya.

d) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program
penanggulangan Radikalisme, Ekstrimisme dan Terorisme
(RET) yang dilaksanakan oleh K/L terkait dan masyarakat
madani di Indonesia dengan guidelines internasional
penanggulangan terorisme, salah satunya melalui forum Global
Counter Terrorism Forum Countering Violent Extremism Working
Group (GCTF CVE WG) pada bulan Desember 2018,

b. Bidang Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa

AT

4

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan

S

5

Kerja Sama Luar Negeri di Kawasan Amerika dan Eropa dengan

S

Kementerian/Lembaga terkait, antara lain :

AR

Surat Asisten Deputi Korodinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa,
Kemenko Polhukam nomor B-325/LN.00.01/10/2018 perihal
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Mandiri Bidang
Keamanan terhadap Program U.S. Peace Corps di Wilayah Jawa Timur

pada 1-2 Oktober 2018. Isi Rekomendasi: (a) Terkait keterbatasan
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personel Imigrasi yang berdampak pada kurang optimalnya
pengawasan terhadap orang asing serta kurangnya koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah, terdapat usulan kiranya anggota TNI
dan Polri dapat diberdayakan dengan koordinasi dibawah Imigrasi
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku: (b)
Perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi antara Forkopimda
dan TK PORA baik yang ada di daerah maupun di pusat, salah
satunya dapat dilakukan dengan membentuk group WhatsApp untuk
mempermudah komunikasi serta mempermudah penyampailan
informasi khususnya yang bersifat segera; (¢] Perihal pendistribusian
data atau sharing information terkait hal-hal yang menyangkut
penugasan relawan USPC dapat disampaikan hingga ke tingkat
daerah guna memaksimalkan aparat keamanan setempat untuk
melakukan pemantauan terhadap kegiatan relawan USPC tersebut
agar sesuai dengan tugas dan fungsinya; (d) Kiranya dapat kembali
dilakukan rapat koordinasi secara berkala setiap 3 {tiga) bulan sekali
dengan melibatkan seluruh End User terkait dalam rangka saling
bertukar informasi terkait perkembangan program USPC di daerah
masing-masing; serta (e) kiranya dapat disusun daftar wilayah-
wilayah yang dianggap sebagai wilayah yang rawan /kurang aman/ hot
spot sebagai bahan pertimbangan bagi End User untuk menempatkan
para relawan USPC. Rekomendasi Kemenko Polhukam tersebut
telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dengan
mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 23 Oktober 2018
membahas hasil monitoring dan evaluasi (monev) USPC yang telah
dilaksanakan di daerah Jawa Timur pada 1-2 Oktober 2018 serta
membahas persiapan (monev) USPC di wilayah Jawa Barat pada
November 2018. Selain itu, terkait rekomendasi pendistribusian data
atau sharing information terkait hal-hal yang menyangkut penugasan

relawan USPC dapat disampaikan hingga ke tingkat daerah,
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Kementerian Luar Negeri telah menindaklanjuti hal tersebut dengan
mengirimkan  surat kepada Kemenko Polhukam  nomor
07575/BK/12/2018/35 tertanggal 10 desember 2018 perihal
Permohonan untuk Diseminasi Data Relawan Batch 9 u.s. Peace Corps

kepada Aparat Keamanan Terkait.

Bidang Koordinasi Kerja Sama ASEAN

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan
Kerja Sama Luar Negeri di Kawasan ASEAN dengan

Kementerian/Lembaga terkait, antara lain :

1) Rekomendasi terkait Hasil KTT ASEAN ke-33 dan KTT Terkait
Lainnya
Keasdepan Kerma ASEAN telah menghasilkan rekomendasi atas
kehadiran Menko pada forum ASEAN Political-Security Community
(APSC) Council ke-18, KTT ASEAN ke-33, dan KTT Terkait Lainnya
tanggal 13 s.d. 15 November 2018. Menko Polhukam menyampaikan
laporan kegiatan berisi rekomendasi kepada Presiden RI vang
ditembuskan  kepada Setneg, Setkab, Kemlu, Kemhan,
Kemkumham, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BNPT, dan BSSN melalui
Surat Menko Polhukam Nomor B-277/LN01.2/11/2018 tanggal 23
November 2018 perihal Laporan Hasil 18th ASEAN Political-Security
Community (APSC) Council Meeting, Singapura, 13 November 2018’
Isi Rekomendasi:
a) Untuk isu Myanmar, Pemri secara bilateral kiranya dapat
mempertimbangkan kontribusi konkret khususnya dalam
mendukung proses resettlement pengungsi Rohingya yang

dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat.
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b) ASEAN juga perlu memperkuat kerja sama border management

dan hendaknya usulan ini dapat disikapi secara positif baik
dalam kerangka bilateral, sub-regional, maupun regional.

Kemenko  Polhukam akan menyosialisasikan hasil-hasil
kesepakatan dan kerja sama pada Rangkaian KTT ASEAN ke-33
dan KTT Terkait lainnya kepada seluruh pemangku kepentingan

di tingkat nasional.

Tindak Lanjut:

a) Keasdepan Kerma ASEAN telah mengadakan Rapat Koordinasi

Pilar Polkam ASEAN pada Setnas ASEAN-Indonesia pada tanggal
22 November 2018 di Bogor, Jawa Barat untuk menindaklanjuti
rekomendasi poin (c), yaitu menyosialisasikan hasil-hasi
kesepakatan dan kerja sama pada Rangkaijan KTT ASEAN ke-33
dan KTT Terkait lainnya.

Pada pelaksanaannya, Kemenko Polhukam bekerja sama dengan
K/L terkait yang merupakan focal point nasional setiap Badan
Sektoral  Pilar Polkam ASEAN  untuk menghadirkan
perwakilannya sebagai narasumber pada rakor agar dapat
memaparkan secara langsung hasil yang lebih detail atas setiap
progres yang telah disampaikan dalam KTT ASEAN tersebut.
Rakor dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat
nasional, antara lain Wakil Tetap RI pada ASEAN , Wakil
Indonesia untuk AICHR, ASEAN-IPR, LPSK, Setneg, Setkab,
Kedeputian terkait di Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemhan,
Kemkumham, Kemenhub, Kemenko Kemaritiman, Mahkamah
Agung, KKP, BNPT, BNN, BSSN, Bapeten, Mabes TNI, Mabes Polri,
PPATK, Bakamla, KPK, dan LIPI.

Deputi II Bidkoor Pollugri telah menyampaikan laporan kegiatan

ini kepada Menko Polhukam melalui Nota Dinas Deputi II Nomor
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B-1198/LN.00.02/11/2018 tanggal 26 November 2018. Pada
laporan disimpulkan bahwa peserta rakor mengapresiasi
kegiatan ini sebagai upaya sinkronisasi capaian, rencana
kegiatan, dan isu-isu pending pada kerangka kerja sama ASEAN
dan agar mekanisme tukar menukar informasi di masing-masing
badan sektoral ini tetap dilanjutkan. Disimpulkan pula bahwa
pada tahun 2019, kerja sama ASEAN masih akan didominasi oleh
isu regional arsitektur, isu Laut China Selatan, isu kejahatan
lintas batas, isu keamanan siber, dan isu Rakhine State.
Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya penguatan posisi
Indonesia serta koordinasi internal perlu terus dilakukan untuk
mengantisipasi dinamika isu-isu tersebut.
Keasdepan Kerma ASEAN telah mengadakan Rapat Koordinasi
membahas Peran Indonesia terkait situasi pengungsi di Rakhine
State pada tanggal 13 Desember 2018 di Ruang Rapat Sadewa,
Kemenko Polhukam untuk menindaklanjuti rekomendasi poin
(a), yaitu mempertimbangkan kontribusi konkret Pemri dalam
mendukung proses resettlement pengungsi Rohingya yang
dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat. Rakor
dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait yaitu BNPB,
Kemenko PMK, Kemlu, Kemensos, Kemendag, dan Mabes TNI.
Deputi IT Bidkoor Pollugri telah menyampaikan laporan kegiatan
ini kepada Menko Polhukam melalui Nota Dinas Deputi II Nomor
B-1267/LN.00.02/12/2018 tanggal 13 Desember 2018. Berikut
adalah catatan rakor yang perlu terus dipantau kedepannya,
yaitu:
a) Pemri perlu melakukan pendekatan secara discreet kepada
AHA Centre sebagai institusi yang netral agar tidak diartikan

lain oleh pihak Myanmar.
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b) Mengingat assessment team saat ini masih bekerja dan baru
memulai penyusunan Terms of Reference (TOR}, maka
pertemuan secara khusus meminta kepada BNPB selaku
anggota Governing Board AHA Centre untuk terus
berkonsultasi dengan Kemlu mengenai proses yang sedang
berjalan tersebut. Untuk selanjutnya, Kemlu akan meng-
update perkembangan yang ada untuk menentukan langkah-
langkah selanjutnya yang sekiranya perlu dikoordinasikan

bersama K/I. terkait.

d. Bidang Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan
Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Koordinasi Kerja Sama Organisasi
Internasional dengan Kementerian/ Lembaga terkait, antara lain :
Surat Deputi II kepada Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral
Kementerian Luar Negeri Nomor B-319/LN.00.03/9/2018 tentang
Evaluasi terhadap Direktur IOM Indonesia dan Posisi IOM di
Indonesia. Rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan melaksanakan
rapat Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kemenko Polhukam,
pada tanggal 31 Oktober 2018, dengan mengundang K/L terkait serta
Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil rapat tersebut
ditindaklanjuti oleh Desk Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, melalui Surat Nomor:
UN-1505/KM.00.02/12/2018 tentang Undangan Rapat Koordinasi
K/L dengan Lembaga Internasional dalam rangka Penyelesaian
Permasalahan  Penanganan  Pengungsi dari Luar Negeri.
Rapattersebutmelibatkanperwakilanlembagainternasional (IOM, dan
UNHCR Indonesia).

Rekomendasi: menyarankan Ditjen Kerja Sama Multilateral Kemlu

untuk melakukan evaluasi kinerja dan status IOM di Indonesia, serta
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ketulusan dan komitmennya dalam membantu penyelesaian

penanganan Irregular Migrant dan pengungsi di Indonesia,

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase diplomasi Indonesia yang sukses

Pertemuan Konsultasi Interagensi Indonesia-Rusia ke-2 Bidang %
Keamanan Informasi Internasional antara Pemerintah Indonesia dengan ;
Pemerintah Rusia pada tanggal 24-25 Juli 2018 di Moskow, Rusia. Pada i
pertemuan tersebut, dicapai Penandatanganan Joint Statement President gy

dan Agreement terkait Kerja Sama di Bidang International Information

Security oleh Deputi Bidang Indentifikasi dan Deteksi, Badan Siber dan

Sandi Negara (BSSN) dan Deputi Sekretaris Dewan Keamanan Rusia,

Y.M. Oleg V. Khramov di Moskow. Untuk pertemuan konsultasi

interagensi Indonesta-Rusia ke-3 bidang keamanan informasi

internasional antara Pemerintah indonesia dengan Pemerintah Rusia

S

el

untuk tahun 2019 akan dilaksanakan di Indonesia dengan BSSN sebagai

R

tuan rumah.

Berdasarkan Indikator Kinerja 2 persentase diplomasi Indonesia yang
sukses terealisasi sebesar 100 % (mencapai target). Pencapaian indicator
kinerja tersebut belum mencapai target karena masih banyak
rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti selamat Triwulan 111

Tahun.

a. Indikator Kinerja 3 : Jumlah permasalahan antar negara yang

R

;::3

teredam

5
BRRERE

1. Perundingan Batas Wilayah RI - Timor Leste di Nowel Besi - Citrana.

i
;b ]
-

2. Perlindungan bangkai kapal perang Australia HMS Pert di Selat

Sunda.

,

eSei

SR

3. Perlindungan bangkai kapal perang Amerika USS Auston di Laut

i

Jawa.
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A
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4. Realiasi Komitmen Pemerintah Republik  Indonesia  untuk

menghibahkan 100 (seratus) traktor tangan kepada pemerintah Fiji.

Surat Asisten Deputi Korodinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa,
Kemenko Polhukam nomor B-406/LN.00.01/12/2018 perihal
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Mandiri Bidang
Keamanan terhadap Program U.S. Peace Corps di Wilayah Jawa Barat
pada 21-22 November 2018. Isi Rekomendasi: (@) Terkait masalah
paspor para relawan yang dipegang oleh pihak USPC Indonesia
dengan alasan bahwa pernah terjadi kehilangan paspor ketika paspor
dipegang oleh masing-masing relawan, maka rapat sepakat kiranya
perlu diterbitkan semacam kartu identitas khusus pengganti paspor
bagi para relawan USPC yang sedang bertugas sehingga apabila
sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari pihak Imigrasi, para relawan
tersebut tetap bisa menunjukan bukti identitas diri yang sah. Adapun
penerbitan kartu identitas khusus pengganti paspor tersebut akan
dibahas lebih lanjut dalam rakor Tim Teknis Working Group guna
membahas instansi mana yang berhak untuk menerbitkan kartu
tersebut dan bagaimana teknis penerbitan dan proses sosialisasi
kartu tersebut kepada instansi terkait di daerah nantinya; (b)
Kemenko Polhukam dengan melibatkan K/L terkait lainnya kiranya
dapat segera menyusun SOP (Standard Operational Procedure)
keamanan dengan merujuk hasil 3 (tiga) monev yang telah
dilaksanakan tersebut. SOP keamanan dimaksud dapat menjadi
instrument dalam pelaksanaan monev mandiri bidang keamanan pada
tahun-tahun berikutnya; (c) kiranya pihak sekolah juga perlu
diberikan copy Implementation Arrangement (IA) yang telah
ditandatangani oleh USPC dan Pemri agar pihak sekolah mengetahui
secara jelas hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan

oleh relawan serta hak dan kewajiban relawan selama bertugas; (d)

i9
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kiranya para relawan perlu menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis tidak hanya kepada pihak USPC, induk semang, dan sekolah

2

melainkan juga kepada koordinator Tim Teknis Working Group
(Kemlu) ketika akan berpergian atau melakukan suatu kegiatan di
luar daerah tempatnya bertugas. Namun terkait mekanisme
penyampaian pemberitahuan tersebut, perlu dibahas lebih lanjut

dalam rakor Tim Teknis Working Group. Rekomendasi Kemenko

T

Polhukam tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar

Negeri dengan mengadakan Rapat Koordinasi Working Group (WG)

o

Program U.S. Peace Corps di Indonesia pada tanggal 10 Desember

2018, di mana salah satu agenda rakor tersebut adalah penyusunan ;‘;;
g’%

Standard Operating Procedure (SOP) Monev Keamanan. ;:{;
Berdasarkan Indikator Kinerja 3 jumlah permasalahan antar |

T

negara yang teredam realisasinya sebanyak 5 permasalahan (melebihi

target). Pencapaian indicator kinerja tersebut dilaksanakan dengan

melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi

AR

Kemenko Polhukam melalui rapat ~ rapat koordinast, kunjungan kerja

dan Forum Group Discussion selamaTahun 2018,

R R S

b. Implementasi Blueprint APSC 2025

Implementasi Langkah Aksi APSC Blueprint 2025 Melalui Kerja Sama %
dengan K/L Terkait Isu Polkam ASEAN, antara lain : §

a. Keasdepan Kerma ASEAN telah mengimplementasikan langkah

@

s
B0

R

aksi APSC Blueprint 2025 poin A.1.4.ii: “Meningkatkan konsultasi

£

dan memperkuat kerja sama dalam mengatasi ancaman dan

tantangan yang dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan %
wilayah Negara Anggota ASEAN” dan poin B.3.1: “Memperkuat .
kerja sama dalam menangani dan memerangi kejahatan lintas i‘g
negara” dengan menjadi Delri dan berparitispasi aktif pada E?;

0 0

QIR
SRS
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Pertemuan the 12th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational
Crimes (AMMTC), tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2018 di Nay
Pyi Taw, Myanmar.,

Unit telah melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Menko
Polhukam melalui Nota Dinas Deputi II Nomor B-
1140/LN.00.02/11/2018 tanggal 12 November 2018. Disimpulkan
bahwa Pertemuan AMMTC ke-12 telah berlangsung dengan baik
dan Indonesia berhasil mendorong pengesahan dokumen yang
zero-draft-nya disusun oleh Indonesia yaitu ASEAN Plan of Action
(PoA) to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent
Extremism 2018-2025. Selain itu, Kemenko Polhukam akan terus
mendorong Polri untuk berkoordinasi dengan K/L terkait dalam
mengindentifikasi  kegiatan-kegiatan implementasi komponen
Counter Terrorism serta terus mendorong agar isu IUU Fishing dan
isu-isu non-tradisional seperti piracy, armed robbery, kidnapping
mendapat perhatian lebih luas pada mekanisme ini.

Keasdepan Kerma ASEAN telah mengimplementasikan langkah
aksi APSC Blueprint 2025 poin B.1.1.ii: “peningkatan peran Dewan
Masyarakat Polkam ASEAN” dengan kehadiran Menko Polhukam,
menjadi Delri, dan berpartisipasi aktif pada Pertemuan ASEAN
Political Security Community (APSC) Council ke-18, tanggal 13
November 2018 di Singapura serta turut hadir pada Rangkaian KTT
ASEAN ke-33 dan KTT Terkait Lainnya.

Untuk mendukung partisipasi Menko tersebut, unit telah
mengadakan rapat koordinasi persiapan substantif pertemuan
APSC ke-18 pada tanggal 23 Oktober 2018 dengan mengundang
perwakilan K/L terkait antara lain Kemlu, Kemhan, Kemkumham,
Mabes Polri, BNPT, BNN, BSSN, dan Bakamla. Dari hasil rakor
tersebut, unit kemudian menyusun statement Menko Polhukam

untuk disampaikan pada forum APSC yaitu meliputi isu sentralitas
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ASEAN, perundingan Code of Conduct on South China Sea {COC),
kerja sama counter terrorism, upaya penyelesaian damai pada isu
kemanusiaan di Rakhine State, isu keamanan siber di kawasan,
pengapresiasian progres pembahasan Model ASEAN Extradition
Treaty (MAET), dan pengapresiasian bantuan negara anggota
ASEAN pada penanggulangan bencana alam di Sulteng melalul
AHA Centre.

Menko Polhukam telah menyampaikan laporan atas kegiatan
tersebut melalui Surat Menko Polhukam No: B-
277/LNO1.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 perihal ‘Laporan
Hasil 18th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council
Meeting, Singapura, 13 November 2018’ kepada Presiden RI yang
ditembuskan kepada Setneg, Setkab, Kemlu, Kemhan,
Kemkumham, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BNPT, dan BSSN,
Rekomendasi yang dihasilkan telah dijabarkan sebelumnya.
Keasdepan Kerma ASEAN berkomitmen untuk memperkuat peran
Sckretariat Nasional ASEAN-Indonesia dengan mengadakan Rapat
Koordinasi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN pada Sekretariat
Nasional ASEAN-Indonesia tanggal 22 November 2018 di Bogor,
Jawa Barat. Unit telah melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada
Menko Polhukam melalui Nota Dinas Deputi I Nomor B-
1198/LN.00.02/11/2018 tanggal 26 November 2018.

Pada laporan disimpulkan bahwa peserta rakor mengapresiasi
kegiatan ini sebagai upaya sinkronisasi capaian, rencana kegiatan,
dan isu-isu pending pada kerangka kerja sama ASEAN dan agar
mekanisme tukar menukar informasi di masing-masing badan
scktoral ini tetap dilanjutkan. Disimpulkan pula bahwa pada tahun
2019, kerja sama ASEAN masih akan didominasi oleh isu regional
arsitektur, isu Laut China Selatan, isu kejahatan lintas batas, isu

keamanan siber, dan isu Rakhine State. Sehubungan dengan hal
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tersebut, kiranya penguatan posisi Indonesia serta koordinasi

internal perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dinamika isu-

isu tersebut. ;
d. Keasdepan Kerma ASEAN telah mengimplementasikan langkah ﬁi
aksi APSC Blueprint 2025 poin B.6.3.1ii: “meningkatkan kerja sama ;gi
di antara Negara Anggota ASEAN dengan pihak eksternal dalam ;§
memastikan keselamatan navigasi dan penerbangan di kawasan, %

termasuk melalui workshop dan seminar untuk berbagi informasi

S

dan best practices” dengan menjadi Delri dan berpartisipasi aktif

pada acara ASEAN-China Workshop on Safety of Navigation and

SRR e

A

Communication at Sea, tanggal 30 November s.d. 1 Desember 2018

R

di Manado, Sulawesi Utara.

Unit telah melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Menko

Polhukam melalui Nota Dinas Deputi I Nomor B-
1225/LN.00.02/12/2018 tanggal 4 Desember 2018, Disimpulkan

RN

bahwa keglatan ini dinilai cukup menggambarkan situasi

tantangan yang dihadapi oleh para kapal-kapal yang melintas di

Laut China Selatan serta para penegak hukum terkait dan %
rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan akan disampaikan E%
kepada SOM-Declaration on the Conduct of the Parties in the South Ei%
China Sea {(DOC) untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut. @:

oo
e

5

e. Keasdepan Kerma ASEAN telah mengimplementasikan langkah

aksi APSC Blueprint 2025 poin B.6.2: “meningkatkan kerja sama

maritim untuk mengatasi masalah maritim secara komprehensif”

B

dengan menjadi Delri dan berpartisipasi aktif pada Pertemuan the
8th ASEAN Maritime Forum (AMF) dan the 6th Expanded ASEAN
Maritime Forum (EAMF), tanggal 6 s.d. 7 Desember 2018 di Manila,

Filipina.

Unit telah melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Menko

.
L
b

i
@ﬁ&
o]

Polhukam  melalui  Nota Dinas Deputt I Nomor B-
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1258 /LN.00.02/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 dan kepada
Deputi  Bidkoor Kedaulatan Maritim, Kemenko Kemaritiman
melalut Surat Deputi II Nomor B-426/LN00.00/12/2018 tanggal 14
Desember 2018 perihal ‘Tindak Lanjut Hasil Pertemuan the Sth
ASEAN Maritine Forum (AMF) dan the 6th Expanded ASEAN
Maritime  Forum  (EAMF). Pada laporan tersebut, unit
menyimpulkan bahwa AMF dapat berperan sebagal penyedia
rekomendasi bagi berbagai ASEAN-led mechanism terkait isu
kemaritiman. Unit memandang penting penguatan AMF untuk
mengisi gap dan memperkuat sinergi kerja sama maritim di ASEAN
yang dibahas pada 3 pilar Masyarakat ASEAN. Koordinasi
penanganan isu kemaritiman dalam kerangka kerja sama ASEAN
sekiranya perlu terus diperkuat sejalan dengan kepentingan
nasional serta dalam mendukung posisi Pemri dalam pertemuan
serupa di tingkat ASEAN dan di luar Kawasan.

Keasdepan Kerma ASEAN juga terus berkomitmen untuk menjaga
kestabilan  kawasan di Laut China  Selatan dengan
menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia
pada Single Draft Negotiating Text COC pada tanggal 12 Desember
2018 di Bogor, Jawa Barat. Rapat membahas antara lain: (i) hasil
terakhir pertemuan ASEAN-China JWG on DOC ke-26 di Filipina,
(11} posisi Indonesia terkait perkembangan pertemuan terakhir, dan
(iii) penyusuan persiapan pembahasan COC di tahun 20109,

Unit telah menyampaikan laporan kegiatan ini kepada Menko
Polhukam melalui Nota Dinas Deputi II No: B-1259/De-
[I/LN0O.1/12/2018 tanggal 13 Desember 2018. Kemenko
Polhukam akan terus mengawal proses penyusunan COC ini
bekerja sama dengan Kemlu selaku focal point proses perundingan

ini.
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b. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang

berkualitas.

1) Tidak adanya temuan pada program anggaran dan kegiatan milik
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Triwulan IV tahun
2018, membuktikan bahwa dalam penyusunan program dan

anggaran sudah tertib administrasi.

2) Barang Milik Negara yang ada pada Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri dalam keadaan kondisi yang baik, hal ini membuktikan
bahwa Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menjaga asset
BMN dengan baik dan jika ada kerusakan, maka hal ini segera

dilaporkan kepada Bagian Rumah Tangga.

3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar

Negert memperoleh nilai 75,53

4) Realisasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sampai
dengan Triwulan IV TA 2018 sudah mencapai 99,15 % dari target

yang ditentukan untuk tahun anggaran 2018.

C. Realisasi Anggaran

.

R

G

S

o e

Berdasarkan pagu anggaran revisi kegiatan Koordinasi Politik Luar Negeri
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 6.267.327.000,- (Enam Milyar Dua Ratus
Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), per
periode Triwulan IV TA 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
telah diserap sebesar Rp. 6.214.571.449,-(Enam Milyar Dua Ratus Empat
Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh
Sembilan Rupiah). Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung

kegiatan tersebut sebesar 99,15% dengan perincian sebagai berikut;

[
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Anggaran
Program Kegiatan
Pagu Realisasi
(1) (2) (3) (4)
Sekretariat Deputi
Bidang Koordinasi 884.531.000 | 859.201.519
Politik Luar Negeri
Koordinasi
Kerjasama Asia, 1.617.533.000 | 1:605.598.733 |99 ¢
Pasifik, dan Afrika
Peningkatan |Koordinasi
Koordinasi |Kerjasama Amerika | 1.163.599.000 | 1-162.082.270 |gg g¢
Bidang & Hropa
Politik, Koordinasi
1.517.835.000 | 1.504.452.247 |99.11
Hukum dan |Kerjasama ASEAN
Keamanan |Koordinasi
Kerjasama
. 1.083.829.000 99.94
Organisasi _
. 1.083.236.680
Internasional
Kedeputian Bidang
Koordinasi Politik 6.267.327.000 (6.214.571.449 (99,15
Luar Negeri
26
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Laporan Capajan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Triwulan IV TA 2018 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-

pihak yang memberi amanah dan perwujudan  pertanggungiawaban &

2
%g pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian
?; kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2018,
%% Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Triwulan
\;%; IV'TA 2018 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja
§ serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan g
gf% dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi sekaligus menjadi g‘;

instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.
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Jakarta, Februari 2019
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